BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ %.H
.
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA O

®
BUPATI TULUNGAGUNG O

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ke an Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 20 ntang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja D4eraf§Tahun Anggaran 2022, perlu
ditetapkan Peraturan ntang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapai@ Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Mengingat : 1. Undang- Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemb&gtu Daerah-Daerah Kabupaten dalam
i ngan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Re Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 90),
ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
0 ®* 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
? Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Q Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
@ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hub
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri
Daerah (Lembaran Negara Republik Indo Tghun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran N : publik
Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109

un. 00 tentang
Wakil Kepala
Indonesia Tahun

Kedudukan Keuangan Kepala Dgae
Daerah (Lembaran Negara
2000 Nomor 210, Tambaf%
Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah{N r 23 Tahun 2005 tentang
adan Layanan Umum (Lembaran

onesia Tahun 2005 Nomor 48,
Negara Republik Indonesia Nomor

aran Negara Republik

Pengelolaan Keuan
Negara Repubf
Tambahan

4502), __ ana telah diubah dengan Peraturan
Peme\\'é omor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
R blik™nhdonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Le an Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

&) uran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
ana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

0 ¢ Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
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14.

15.

16.
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18.

19.

21.

22.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Peme
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta.hulM

Nomor 754); o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan K Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungi@wéban Dana
Operasional (Berita Negara RepuBli donesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam N mor 70 Tahun 2019
tentang Sistem InformasiNemgrintahan Daerah (Berita
Republik Indonesia T Nomor 1114);

Peraturan Menteri : egeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasi odefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan nan dan Keuangan Daerah (Berita

donesia Tahun 2019 Nomor 1447);
nteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

&entang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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23.

24.

25.

26.

27.

o

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga.ran
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahu ¥
Nomor 1 Seri A); .
Peraturan Daerah Kabupaten Tulunga @nor 3
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggagarf Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Angg 2" (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulungagun 2022 Nomor 2
Seri A); é

Peraturan Bupati Tulungagu omor 61 Tahun 2021
tentang Penjabaran endapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggar

2 (Berita Daerah Kabupaten

tentang Pei}y Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggar. %ﬁpatan dan Belanja Daerah Tahun
Angg 021

Tadgun ° Nomor 77);

(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

&0 MEMUTUSKAN :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Menetapkz.rQPERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

il

! Q ANGGARAN 2022.

&

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,
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6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 me @
perubahan dengan rincian sebagai berikut: r\

.
1. Pendapatan Daerah O
a. Semula Rp 2.508.713.753.391,00 0
b. Bertambah Rp 62.834.688.707,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan @.571.548.442.098,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 2.666.839.183.70

b. Bertambah Rp 653.517.1
Jumlah Belanja Daerah setelah peru 3.320.356.323.752,00

Jumlah Defisit setelah perubahan (748.807.881.654,00)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp .000.000.000,00

2) Bertambah 07.262.732.342,00

Jumlah PenerimaanRemgbiayaan setelah Rp 782.262.732.342,00
perubahan

b. Pengeluar iayaan

1) Sem Rp 16.874.569.688,00

2) Begts Rp 16.580.281.000,00

J @ Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 33.454.850.688,00

y@rnan
mlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 748.807.881.654,00
& S

isa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp 0,00
Q perubahan
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
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Belanja, dan Pembiayaan;
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2. Lampiran I[I  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

S. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bes
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 0

6. Lampiran VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bes l%ﬁa
Bagi Hasil; O

S. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Ums@leﬂntahaﬂ
Daerah, Organisasi, Program, Kegim.u Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Obj eglapatan, Belanja
dan Pembiayaan; -

6. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertaml

Pertambangan Gas Alam/7T:

Minyak Bumi dan

an DBH-Minyak dan Gas

Bumi Menurut Urus € tahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, al%giatam, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, P @n, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran IX Rincian D bahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerint aerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Pembiayaan;
8. Lampiran X
Qj%da Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah

ronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

entang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

v tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
2% Perbatasan Negara.

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,

W@

MARYOTO BIR

Diundangkan di Tulungagung

.
pada tanggal 7 Oktpber 2022 O
SEKRETARIS DAE : 0%

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya OE

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tylun g

Tahun 2022 Nomor 104 V
B



